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* Pemerintah memberikan subsidi
biaya haji Rp 3 juta per jemaah
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n  ”Saya sudah komunikasi

dengan Presiden Prabowo.
Komponen biaya haji da-
lam negeri sebesar Rp 5,6
juta disubsidi pemerintah

. Rp3juta’kata Dasco dalam .
rapat penetapan Biaya Pe-

nyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) 2027 kemarin.
Total BPIH 2027 sebesar
Rp 98,4 juta. Naik Rp 11 juta
dibandingkan BPIH 2026
sebesar Rp 87,4 jutaan. Dari
BPIH 2027 tersebut, kom-
ponen nilai manfaat (NM)
pengelolaan dana haji me-
nyokong Rp 43,8 jutaan per

- dan punya tabungan hasil

CJH Dapat Subsidi Rp 3 Juta Per Orang

<

RIVAN AWAL uwmm.‘wg;
KEPUTUSAN BERSAMA: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf
(kiri) didampingi Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak pada rapat
penetapan BPIH 2027 di Komisi VIIl DPR kemarin (7/10).

Mochamad Irfan Yusufber-
terima kasih kepada Presi-
den Prabowo dan Dasco
atas kebijakan subsidi ter-

bab, mereka telah memba-
yar setoran awal Rp 25 juta

investasi dana haji di reke-

onans wemamsanciawaros  jemaah atau 44,5 persen. ning virtual Rp 3,4 juta. sebut. Dalam rapat itu juga

CJ l_l D S _ge Sementara pada 2026, be-  Ketua Komisi VIII DPR  dibahasbahwabiaya pener-
ap a t S ll b S l d l saran nilaimanfaat Rp33,2 MarwanDasopangmenga-  bangan haji sekitar Rp 38,5

jutaatau 38 persen. (Seleng-  takan, subsidiitutentume- juta per jemaah. "Tentu pe-

kapnya lihat grafis) ringankan CJH. "Kami ti- merintah menilai bahwa

dakmendugaadasubsidi,’ situasidiluarnegeri jangan

Rp 3 Juta Per Orang
akan membayar biaya pe- kata politikus PKB itu. membebani jemaah,” tan-

Rata-Rata Bayar Rp 23,2 Juta lunasan Rp 23,2 juta. Se-  Menteri Haji dan Umrah dasnya. (wan/jun)
untuk Lunasi Biaya Haji 2027  Internet Bermasalah, Pemohon Bolak-balik Mal Pelayanan Publik

Rata-rata para CJH 2027

2 . . 3 2 SIDOARJO - Sejumlah dan saya akhimya pulang” langsung hingga Selasa si-

JAKARTA - Pemerintah memberikan subsidi 2 varga mengeluhan layan- _ ktanya kemarin(7/10). *  ang *Hariin (emarin) u-
biaya haji Rp 3 juta per calon jemaah haji (CJH). e e D aMal s, LeMFPScn(i/10) Diwsl pecntan’ .

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, ! »mhnbhlﬂ\gl’l’l):)-g:: kedua itu rupanya KTP-¢l  Reddy gang-

guan tersebut
KTP- "K: pada doka

subsidiitu digunakan untuk mengurangi kompo-
‘nen biaya haji di dalam negeri.

sa(6/10). Py
el

kan.

Dengan subsidi tersebut, biaya perjalanan ibadah P 2‘;";“."’;;‘;1"“"”“"“ h;"ﬁ;‘;m‘m“;“:;i
haji (Bipih) yang ditanggung CJH sebesar Rp 54,6 rusbolak-balikke MPPSido- ~ KepalaDis i takanKTP-

) P yang 88 > 2 Kartu KTP-¢l  ReddyKusumamengatakan,  la tapi Reddy
juta menjadi sekitar Rp 51,6 juta. Jumlah itu lebih e v iy e bt
ke = % ipih pada 2026 s | jadwalnyangambilitu Senin  mesin pencetak, melainkan malpadaSelasa(6/10)sekitar

cil dibandingkan Bipih p ebesar Rp (5/10). Sewaktu di MPP ka- gmggum,amg:mmu pukal 1109 sehing roses

diMPP.G
jak Senin dan masih ber-

tanya belum bisa diambil
atau ditunda karena trobel dilanjutkan. (eza/hen)

" Bangli di FR Waru Disikat

selepas SP kedua,” katanya. - *

Penertiban paling banyak
dilakukan di ruas FR yang masuk
wilayah Desa Kedungrejo atau ka-
wasan perbatasan Sidoarjo-Sura-

54,1 iuta =
2 T .

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Sebanyak 10 bangunan liar
(bangli) di Frontage Road (FR) ka-
wasan Waru dieksekusi kemarin
owe  (6/10). Pembongkaran dilakukan

!Egg

E:“ mulai ruas FR Desa Kedungrejo, baya. Bangunan semi permanen

| - amaoen  Waru, hingga mendekati Jem- tersebut sebelumnya digunakan

&r‘zer‘s‘uﬁ‘x s ba;?n ﬁy:gax" Gedanxgw untuk berll’ualmmb;gn;’tempal

' t Kabid Tibumtranmas tinggal. Kebera i dinilai

HACKRN) ) 8 PP Sidoarjo R. Novianto Koesno mengganggu lal lintas dan ke-
3 Adi mengatakan, pembonglmn bersihan di sekitar jalur FR.

dilakukan setelah pemilik bangii "Keberadaan bangli di jalur

mendapat dua kali surat perin-
gatan (SP) untuk membongkar
bangunan semnmardiri’lmada

penyangga ini mengganggu lalu
lintas serta kebersihan di sekitar
FR,” paparnya. Selain itu, sejum-

E Jah bangli berdiri di sebagian la-
Ada :ebanyak 20 bangli lainnya Petugas Galam pembersihan bangunan liar di Fronhqo Road  han PTKAIyangakan digunakan
sudah dibongkar secara mandiri ~ (FR) kawasan Waru. untuk pembangunan. (cat/rus)

Warga Pranti Geruduk BN, Tuntut Sertlﬁkat Segera Terbit

SIDOARJO - Puluhanwar-
ga Desa Pranti, Kecamatan
Sedati Kan-

{n e 4

11 Tahun Menunggu Serlmka
Warga Pranti Geruduk BPN

; ras dan membentangkan sejumlah  Ksrena itu, mereka meminta BPN
mMinta KPK Turun spanik yung boril Gnttan g o meberian epasin e

terbitkan,” katanya.
Menurutnya, warga telah

tuhan administrasi dalam
Pproses pengurusan serti-

tor BPN Sidoarjo kemarin

Ajis ka lh
el monaeaiian i ta(7/10). Mereka melakukan

kembali menyampaikan aspirasi

enksa o Sﬁf“m"‘"" - nm F:vu-bpe"nnhun tingkat mnsn lp:bﬂlwmn\:: aksi demonstrasi danmen-  fikat. Mereka juga sudah
segera diselesaikan. se ersebu endapa jesak i i
KOTA-Kssabaran warga Desa - Persoalin tersebut ber- —~ Salah satu warga Pranti, g demkDNssgramenank:  :beheripa all momparju:
Pranti, Kecamatan Sedati menunggu  mula pada 2015, Saat ita, \ Ajiz, mengatakan kedatan. M Kusisi Pem: angkan {
kepastian sertifikat tanah akhirnya whn?k 97 warga me- gan warp ke BPN sema-  berantasan Knrupn (Krn turun  dah diurus :E}aklﬂli melaluipertemuandengan
en- nmu an pengurusan ', ta-mata untuk tangan memeriksa prosesj Salah satuwarga Suharto  pihak terkait. Namun
serifiat  sertfikat yang dinilai qu q
hmm lk:.n’.“ Lﬂ?::; mmm mnﬁ: i uﬂ' d; hingga kini sertifikat be-
.)um ,q,k mlu Eko Purnomo mengataka®. rhl-m untukmenyampaikantun-  lum diterima.
\ pertemuan dengan pibak B"" tutan secaralangsung.Ke-  Kepala Desa Pranti Eko
b mk mennnlul lnk hm, wu:-d:mml-:”“"“"w s.m;‘ satubal Sabaranmerekasudahha-  Purnomo menyebut jika menyebut, saatiniada97 fikat dari total sekitar297  “Kami akan terus berju
i bis."Kamisudahbayardan  warga sudah lamamena-  wargayangmasuk dalam warga yang inta kepas

mobi suinando, dua dump truk,serta
pululian sepeda motor, Mereks bero-

kan l.n.hnrehhn akibat p:mhln:n hm’lln( diterbitkan uhml belasan

tahun. Hanya itu saia " niarnva. hanrasakekecewaan. Dia

nan Bandara Internasional Juanda, #KoHalaman10 minta sertifikat segera di- proses pengurusan serti- lahan relokasi. 1 tian," katanya. (ful/hen)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo
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SIDOARJO - Sejumlah
warga mengeluhkan layan-
an pengambilan KTP elek-
tronik (KTP-el) di Mal Pela-
yanan Publik (MPP) Sidoar-
joselama Senin (5/10)-Sela-
sa (6/10). Pencetakan KTP-
el mengalami hambatan
gara-garamasalahinternet.

Salah satuwarga, Kevinme-
ngatakan bahwa dirinya ha-
rus bolak-balik ke MPP Sido-
arjo gara-gara kartu KTP-el
tak kunjung jadi. "KTP saya
jadwalnyangambilitu Senin
(5/10). Sewaktu di MPP ka-
tanya belum bisa diambil
atau ditunda karena trobel

AMMAD REZALIAWA POS

LAYANAN KEPENDUDUKAN: Pencetakan KTP elektronik di Mal Pelayanan
Publik Sidoarjo sempat terhambat gara-gara gangguan internet.

Jawa Pos

dan saya akhirnya pulang,’
katanya kemarin (7/10).

Warga Candiitudatanglagi
ke MPP Selasa(6/10). Dihari
kedua itu rupanya KTP-el
masih belum dapat diambil.
"Kalau memang adakenda-
lamungkin bisa diberitahu-
kan. Sayajuga nggak dikasih
estimasi harus ngambil lagi
kapan,” ujamya.

Kepala Disdukcapil Sidoarjo
Reddy Kusumamengatakan,
kendala bukan berasal dari
mesin pencetak, melainkan
gangguan jaringan internet
diMPP. Gangguan terjadise-
jak Senin dan masih ber-

, Pemohon Bolak-balik Mal Pelayanan Publik

langsung hingga Selasa si-
ang. "Hari ini (kemarin) su-
dah bisakembalimelakukan
pencetakan,’ jelasnya.
Reddy mengatakan, gang-
guan tersebut berdampak
pada pencetakan dokumen
administrasi kependudukan
yangterkoneksilangsungde-
ngan SIAK yang terpusat. Se-
hingga bukan hanya pence-
takan KTP-el yang terkenda-
la tapi juga KIA. Reddy me-
nyebutjaringan kembali nor-
mal pada Selasa (6/10) sekitar
pukul 11.00 sehingga proses
pencetakan dokumen dapat
dilanjutkan. (eza/hen)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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SIDOARJO - Puluhanwar-
ga Desa Pranti, Kecamatan
Sedati menggeruduk Kan-
tor BPN Sidoarjo kemarin
(7/10). Mereka melakukan
aksi demonstrasi dan men-
desak BPN segeramenerbit-
kan sertifikat tanah yang su-
dah diurus sejak 2015.

Salah satu warga Suharto
mengatakan, warga datang
untuk menyampaikan tun-
tutan secara langsung. Ke-
sabaran mereka sudah ha-
bis. ”Kami sudah bayar dan
minta sertifikat segera di-

terbitkan,” katanya.

Menurutnya, warga telah
memenuhiberbagai kebu-
tuhan administrasi dalam
proses pengurusan serti-
fikat. Mereka juga sudah
beberapa kali memperju-
angkan persoalan tersebut
melalui pertemuan dengan
pihak terkait. Namun,
hingga kini sertifikat be-
lum diterima.

Kepala Desa Pranti Eko
Purnomo menyebut jika
warga sudah lama mena-
hanrasakekecewaan. Dia

M. SAIFUL ROHMAN JAWA POS

menyebut, saatiniada 97 fikat dari total sekitar 297

warga yang masuk dalam
proses pengurusan serti-

warga yang menempati
lahan relokasi.

Jawa Pos

SAMPAIKAN
TUNTUTAN:
Warga Pranti
berorasi di depan
Kantor BPN
Sidearjo dan
mendesak agar
sertifikat tanah
diterbitkan.

"Kami akan terus berju-
anguntuk meminta kepas-
tian,” katanya. (ful/hen)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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GRAMNS. HERLAMBDANG/ JAWA POS

CJH Dapat Subsidi
Rp 3 Juta Per Orang

Rata-Rata Bayar Rp 23,2 Juta
untuk Lunasi Biaya Haji 2027

JAKARTA - Pemerintah memberikan subsidi
biaya haji Rp 3 juta per calon jemaah haji (CJH).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut,
subsidi itu digunakan untuk mengurangi kompo-
nen biaya haji di dalam negeri.

Dengan subsidi tersebut, biaya perjalananibadah
haji (Bipih) yang ditanggung CJH sebesar Rp 54,6
juta menjadi sekitar Rp 51,6 juta. Jumlah itu lebih
kecil dibandingkan Bipih pada 2026 sebesar Rp
54,1 juta «

Jawa Pos

Baca CJH Daoat .. Hal 2

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



‘Sambungan dari Hal 1 1

”Saya sudah komunikasi
dengan Presiden Prabowo.
Komponen biaya haji da-
lam negeri sebesar Rp 5,6

* juta disubsidi pemerintah
. Rp3juta,’kataDascodalam. 7
- rapatpenetapan BiayaPe- = = “q\

nyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) 2027 kemarin.

Total BPIH 2027 sebesar

Rp 98,4 juta. Naik Rp 11 juta
dibandingkan BPIH 2026
sebesar Rp 87,4 jutaan. Dari
BPIH 2027 tersebut, kom-
ponen nilai manfaat (NM)

pengelolaan dana haji me- -

nyokong Rp 43,8 jutaan per
jemaah atau 44,5 persen.
Sementara pada 2026, be-
saran nilai manfaat Rp 33,2
juta atau 38 persen. (Seleng-
kapnya lihat grafis)
Rata-rata para CJH 2027
akan membayar biaya pe-
lunasan Rp 23,2 juta. Se-

" CJH Dapat Subsidi Rp 3 Juta Per Orang

RIVAN AWAL LINGGA/ANTARA FOTO

KEPUTUSAN BERSAMA: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf
(kiri) didampingi Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak pada rapat
penetapan BPIH 2027 di Komisi VIIl DPR kemarin (7/10).

bab, mereka telah memba-
yar setoran awal Rp 25 juta
dan punya tabungan hasil
investasi dana haji di reke-
ning virtual Rp 3,4 juta.
Ketua Komisi VIII DPR
Marwan Dasopang menga-
takan, subsidiitu tentume-
ringankan CJH. "Kami ti-

- dakmenduga ada subsidi,

kata politikus PKB itu.
Menteri Haji dan Umrah

Jawa Pos

Mochamad Irfan Yusufber-
terima kasih kepada Presi-
den Prabowo dan Dasco
atas kebijakan subsidi ter-
sebut. Dalam rapat itu juga
dibahas bahwabiaya pener-
bangan haji sekitar Rp 38,5
juta per jemaah. "Tentu pe-
merintah menilai bahwa
situasi diluar negeri jangan
membebani jemaah,” tan-
dasnya. (wan/jun)
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* Kumuh dan Plafon Jebol, Rusunawa Krian Kurang Diminati

Dari 114 Kamar, Hanya
19 Unit yang Ditempati

SIDOARJO - Tarif sewa
Rusunawa Tambak Keme-
rakan atau Rusunawa Kri-
an cukup murah yakni Rp
185 ribu per bulan. Meski
begitu, hunian tersebut ku-
rang diminati masyarakat.
Dari 114 kamar, hanya 19
unit yang ditermnpati.

Kondisibangunandanling-
kungan yang kurang terawat
menjadi salah satu alasan
rusunawa tersebut belum
banyak diminati. Sejumlah
kerusakan terlihat pada be-
berapa bagian bangunan.
Plafonkamarada yangjebol.

Pencahayaan sekitar
rusunawa kami yang
menanggung, Saat
malam cenderung gelap
kalau tidak diisi token.”
Misiadi
Ketua RT 11 RW 3 Rusunawa
Tambaok Kemerokon

Sementara, jendela memer-
lukan perbaikan.

Ketua RT 11 RW 3 Rusun-

SEPI: Penghuni mengeluhkan Rusunawa Krian yang kuumg Iemm.
Kondisi jalan juga gelap saat malam hari.

awa Tambak Kemerakan
Misiadi mengatakan, kon-

bagian dalam kamar, Ling-
kungan sekitar rusunawa

disi fasilitas menjadi salah  juga tampak kurang tera-

satu persoalan yang dira-
sakan penghuni. Tak hanya

Jawa Pos

wat dan dipenuhi ilalang.
"Pencahayaan sekitar ru-

KELUHAN
PENGHUNI

nﬂ
«

sunawa kami yang me-
nanggung. Saatmalam cen-
derung gelap kalau tidak
diisi token,” ujar Misiadi.
Untuk kebutuhan pene-
rangan tersebut, Misiadi
menjelaskan bahwa peng-
huniharus patungan untuk
membeli token Rp 750 ribu
setiap bulan. Angka terse-
but dinilai cukup tinggi un-
tuk masyarakat berpeng-
hasilan rendah.

(i ] ] Q mprds{a aanp:mmkb&’ﬁm
CH || g h Akses ke rusi fusunawa juga getap

@& Dipenuhiilalang dan kumuh
s HI® SEW

" simber: Berboget informas]

CmarTS DT sama PR

Renovasi Total _

Misiadi berharap peme-
rintah turun tangan mem-
benahi kondisi rusunawa.
Perbaikan fasilitasdan ling-
kungan penting dilakukan
agarwarga merasanyaman.
“Kalau begini terus tidak
ada yang bersedia masuk
dan akankosong,” katanya.

Wakil Bupati Sidoarjo Mi-
mik Idayana prihatin me-
lihat bangunan dengan

jumlah kamar cukup ba-
nyak belum dimanfaatkan
secaramaksimal. Padahal,
masih banyak warga Sido-
arjo yang membutuhkan
tempat tinggal layak. "Ba-
nyak yang berminat, tetapi
ketika melihat kondisi ru-
sunnya, fasilitasnya belum
memenuhi, ya banyakyang
nggak mau,” ujarnya.
Mimik mendorong pem-
benahan dilakukan secara
menyeluruh, bukan hanya
pada bagian tertentu. "Se-
telah diperbaiki, warga
Kota Delta yang belum me-
miliki hunian layak bisa
menempati rusunawa se-
cara gratis selama satu ta-
hun,” katanya. (ful/hen)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Sebanyak 10 bangunan liar

(bangli) di Frontage Road (FR) ka-

wasan Waru dieksekusi kemarin
(6/10). Pembongkaran dilakukan
mulai ruas FR Desa Kedungrejo,
Waru, hingga mendekati Jem-
batan Sawotratap, Gedangan.
Plt Kabid Tibumtranmas Satpol
PP Sidoarjo R. Novianto Koesno
Adi mengatakan, pembongkaran
dilakukan setelah pemilik bangli
mendapat dua kali surat perin-
gatan (SP) untuk membongkar
bangunan secara mandiri. "Ini ada
sekitar 10 bangli yang kami tindak.
Ada sebanyak 20 bangli lainnya
sudah dibongkar secara mandiri

HARIAN

BANGSA

— Kornn Warge Tolim ——

I BN

- —

Petugas dalam pembersihan bangu
(FR) kawasan Waru.

Bangli di FR Waru Disi

el T . e At B

nan liar di Frontage Road

kat

selepas SP kedua,” katanya. - -
Penertiban paling banyak
dilakukan di ruas FR yang masuk
wilayah Desa Kedungrejo atau ka-
wasan perbatasan Sidoarjo-Sura-
baya. Bangunan semi permanen
tersebut sebelumnya dig'unakafl
untuk berjualan hingga tempat
tinggal. Keberadaan bangli dinilai
mengganggu lalu lintas dan ke-
bersihan di sekitar jalur FR.
"Keberadaan bangli di jalur
penyangga ini mengganggu lalu
lintas serta kebersihan di sekitar
FR,” paparnya. Selain itu, sejum-
lah bangli berdiri di sebagian la-
han PT KAl yang akan digunakan -
untuk pembangunan. (cat/rus)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Jembatan Candinegoro -
Sidoarjo leer] akan 24 ]am

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pembangunan Jembatan Can-
dinegoro di Kabupaten Sjdoarjo
dikebut untuk mengejar keter-
lambatan progres fisik. Pelaksana
proyek kini menerapkan sjstem
kerja 24 jam dengan membagi
pekerja menjadi dua tim.

Langkah percepatan itu dilaku-
kan setelah progres pembangunan
mengdlami deviasi minus 9,94
persen. Bupati Sidoarjo Subandi
pun melakukan inspeksi menda-
dak (sidak) ke lokasi proyek pada
Selasa (6/10/2026) pagi.

Subandi meminta kontraktor
menerapkan minimal dua shift
kerja agar keterlambatan hisa
dikejar. Dia menargetkan pem-
bangunan jembatan sepanjang 16
meter dan lebar 4 meter tersebut
rampung pada Desember 2026,

“PPK (Pejabat Pembuat Komit-
men) tadi menyampaikan devi-
asinya saat ini mencapai 9 pers-
en. Karena ini pengerjaan jem-
batan, kami menyarankan agar
diberlakukan minimal sistem
dua shift untuk mengejar deviasi
tersebut,” kata Subandi dalam
?

HARIAN

BANGSA

— Kornn Warge Talim ——

4

Bupatl Sldoarjo Subandl melakukan mspekSI mendadak

(sidak) ke lokasi proyek.

keteranganya, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, masih ada waktu

. sekitar 2,5 bulan untuk mengejar

ketertinggalan pekerjaan. Dia
berharap proyek yang mulai
dikerjakan pada Juli itu dapat
selesai pada 16 Desember 2026.
Subandi juga meminta PPK
lebih aktif turun ke lapangan.
Koordinasi antara PPK, konsul-

tan pengawas, dan kontraktor
diminta diperkuat untuk memas-
tikan setiap kendala segera ditin-
daklanjuti. “PPK kita sampaikan

untuk sering sidak. Sering koor-

dinasi antara konsultan dengan
kontraktor. Kalau ada deviasi,
panggil ke kantor. Bicarakan
kekurangannya apa untuk segera
ditindaklanjuti. Biarkan pelak-

sanaan pekerjaan jembatan ini
tepat waktu,” ujarnya. :

Subandi menegaskan keterlam-
batan tidak boleh terus dijadikan
alasan untuk tidak mencapai
target. Menurutnya, material dan
tenaga kerja yang telah disepaka-
ti sudah terpenuhi. -

Begitu pula dengan kendala
teknis berupa aliran'air sungai
di lokasi pekerjaan. Menurut
Subandi, kondisi tersebut seha-
rusnya sudah diperhitungkan
sejak tahap perencanaan. -

“Tidak bisa beralasan karena
air. Sebelum bekerja kan sudah
ada perencanaan. Karena itu, saya
sampaikan kepada PPK dan kdn-
sultan pengawas agar pengawasan
diperketat. Jika deviasi 9 persén
ini bisa dikejar, saya yakin proyek
selesai tepat waktu dan kuahtas
pekerjaan tetap terjaga,” tegasiya.

Sementara itu, Konsultan Pen-
gawas Proyek Jembatan Candine-
goro, Umar, mengatakan penger-
jaan kini telah memasuki minggu
ke-11. Berdasarkan evaluasi per
Senin (5/10), progres fisik proyek
mencapai 52,64 persen, (md/rus)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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MINTA HAK
SERTIFIKAT:

Kecamatan
Sedatl unjuk
rasa di
depan BPN
Sidoarjo,
Rabu (7/10).

P ‘ i lh“.‘ﬁ ?\\.‘ : /..u
D [(71))) G
AKX RAM!
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11 Tahun Menunggu Sertifial,
Warga Pranti Geruduk BPN

‘EMinta KPK Turun Ajiz menegaskan, warga akan

e kembali menyampaikan aspirasi ke
~Periksa.. .t <

rasi dan membentangkan sejumlah Karena itu, mereka meminta BPN
spanduk yang berisi tuntutan agar, Sidoarjo memberikan kepastian ter-

pengurusan Sertifikat Hak Milik kait status dan proses penerbitan tingkat provinsi apabila persoalan

. . (SHM) segera diselesaikan. sertifikat tersebut. . tersebut tidak segera mendapatkan
KOTA-Kesabaran warga Desa * ' Persoalan tersebut ber- e~ Salah satu warga Pranti, penyelesaian. | 2o \
Pranti, Kecamatan Sedati menunggu  mula pada 2015. Saat itu, Ajiz, mengatakan kedatan- Mereka juga meminta Komisi Pem- .

berantasan Korupsi (KPK) turun

gan warga ke BPN sema- :
tangan memeriksa proses penerbitan

. ta-mata untuk memperju-

kepastian sertifikat tanah akhirnya

sebanyak 97 warga me-
memuncak. Sekitar 300 warga men-

ngajukan pengurusan

/\

datangi Kantor Badan Pertanahan  sertifikat tanah. Namun, angkan hak atas sertifikat sertifikat yang dinilai terlalt 4
Nasional (BPN) Sidoarjo, Rabu (7/10) = hingga kini, sertifikat tanah yang telah mereka Sementara itu, Kepala Desa Pranti
siang, untuk menuntut kejelasan yang dinantikan belum ajukan sejak 2015. Eko Purnomo mengatakan dalam
penerbitan sertifikat yang telah juga diterbitkan. \ “Kami datang ke sini un- - pertemuan dengan pihak BPN,
mer :Ke funggu selama 11 tghup, Wrrga menyebut-tanah tuk menuntut hak kami, warga diminta melengkapi sejumlah
Massa datang raergguaakan satu yaug iamieks tempaiinierupa yakni sertifikat tanah yang tidak ~ dokumen pendukung- Salah satu hal
mobu sumando, dua dump truk, serta - kan lahan relokasi akibat pembangu-  kunjung diterbitkan selama belasan yang perlu diperjelas adalah status
puluhan sepeda motor, Mereka bero-  nan Bandara Internasional Juanda. tahun. Hanva itu saia.” niarnva. ® Ke Halaman 10

% RADAR

Menurut Eko, terdapat klaim dari-
Pusat Koperasi Karyawan (Puskop-
kar) vang menyebut lahan tersebut
merunalan fasilitas umum (fasum)
Klalm persebat rwesjadisalal satu
persoulan yanz reilr didarikes s2
belw.. , _uses admiuistrasi sertifikat
dapat dilanjutkan.

“Memang BPN secara fungsi kelemba-

% RADAR

Eko bersama warga kemudian menda-
tangiDinas Perumahan, Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CK-
TR) Sidoarjo. Mereka ingirn. memasti-
e n/iohun vargditeaoatl warge Ta
ke merudike il fr sam schagehn ane
klaim yang Gisebutkan.

“Kami akan ke Perkim dengan mas-
sa ini untuk memastikan bahwa tanah

tahui adanya klaim lahan tersebut seba-
gai fasum pada September lalu setelah
berkoordinasi dengan pihak BPN.
“Baru saya dengar. Sebelumnya ti-
ok, Setaldi n! wendeypdtkan infor-
marizeita - 17 3ap enber dengan te-
man-teman BPN, ada klaim bahwa itu
adalah fasum sesuai site plan. Tetapi
saya‘bantah bahwa itu bukan fasum,

11 Tahun Menunggu... gaan hanya untuk administratif. Kami  kami ini bukan fasum,” tegasnya. melainkan murni untuk permukiman  Karena itu, warga meminta selurul
- - - - diminta melengkapi dokumen yang ada, Dari 97 pemohon awal, sebanyak 94  warga kami,” jelasnya. pihak terkait segera memberikan ke-

lahan yang ditempati warga di RT 6  dok _pendulkung,” } £ warga diketahui menempati lahan di RT Eko menambahkan, warga telah pastian mengenai status lahan dan ke
dan RT 7. Untuk memastikan status lahan, 6 dan RT 7. Eko mengaku baru menge-  berulang kali melakukan koordinasi lengkapan administrasi sertifikat. Med

* dan hearing dengan DPRD Sidoarjo.

Namun, hingga kini belum ada pen-
yelesaian konkret terhadap persoa-
lan tersebut. X

“Sudah empat kali hearing. Artinya,
kami tidak bisa menyebutkan berapa
kali, tetapi sudah sering kali kami
hearing. Memang belum ada hasil
sampai saat ini,” ungkapnya.

reka berharap persealan yang telah
berlangsung sejak 2015 tersebut dapat
segera diselesaikan dan tidak kembali
berlarut-larut.

“Kami dengan warga akan tetap ke
Perkim. Kami diundang dan akan
datang semuanya untuk meminta ke-
jelasan terkait klaim sepihak itu,”
pungkas Eko. (dik/vga)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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KRIAN-Kondisi Rumah Su-
sun Sederhana Sewa (Rusuna-
wa) Tambak Kemerakan, Keca-
matan Krian, Sidoarjo, men-
dapat sorotan Wakil Bupati
‘(Wabup) Sidoarjo Mimik Ida-
yvana. Dari total 114 kamar
yang tersedia, baru 19 kepala
keluarga (KK) yang menempati
rusunawa tersebut.

Minimnya penghuni menjadi
perhatian karena kebutuhan
hunian masyarakat Sidoarjo
masih cukup tinggi. Di sisi lain,
kondisi sejumlah fasilitas rusu-
nawa dinilai belum memadai.
Mulai dari atap yang rusak,
Inckungen rang-kurang tera-
=t hingga persoalan
’ @ Ke Halaman 10
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’Rusunawa Tambak Kemerakan Sepi,
114 Kamar Hanya Dihuni 19 KK

DISOROT: Wakil Bupatl Sidoarjo Mimik ldayana saat menlnjau kondisi Rusu-
nawa Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian.

N

perlu segera mel,akukan pembenahan
agar r but dapat kem-
bali dimanfaatkan. Perbaikan fasilitas

Rusunawa Tambak...

. ketersediaan air bersih. Mimik Idaya-
na menilai kondisi tersebut sangat disa-
yangkan. Sebab, bangunan rusunawa
yang cukup besar itu belum dapat diman-
faatkan secara maksimal untuk meme-
nuhi kebutihan hunian masyarakat.

“Eman, bangunan sebesar ini mang-
krak dan tidak berpenghuni. Padahal,
warga Sidoarjo masih banyak yang
membutuhkan tempat hunian,” ujar
Mimik saat meninjau Rusunawa Tam-
bak Kemerakan, Selasa (6/10).

Seluruh penghuni yang saat ini ting-
gal di rusunewa tersebut merupakan
wargn eracmpak pel eriiban haagunan
liar (banugiy di D :sa MNulvodedi e -

penghuni mendapatkan tempat ting-
gal yang aman dan nyaman.

Ia bahkan mendorong renovasi me-
nyeluruh apabila hasil pemeriksaan

sudah tidak layak atau berpotensi
membahayakan penghuni.

“Kalau bisa, ini harus direnovasi
total. Kalau memang ada surat-surat
dari pemerintah pusat atau kemente-
rian yang belum diserahkan, itu seha-
rusnya segem dmms. zegasnvn

Minikmeugetetan porioa’an terss-
bu' aton sgira ¢iko nan kaviken @ -

diperlukan untuk memastikan calon

menunjukkan kondisi bangunan.

kaitan dengan kesel tan ghuni
sekaligus kebutuhan masyarakat. ter-
hadap hunian yanglayak. “Nanti saya
komunikasikan dengan Pak Bupati.

‘Harus segera ada tindakan secepat-

nya,” katanya.

Setelah fasilitas diperbaiki’ dan
bangunan dinyatakan layak, Rusuna-
wa Tambak Kemerakan diharapkan
dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh
masyarakat Sidoarjo yang membutuh-
Kkan tempat tinggal.

rusak,” ungkapnya.
Ia memmta kerusakan segera di-
tangani sebelum kond.mnya semnkm

Mimik juga meminta organisasi pe-
rangkat daemh (OPD) terkmt melaku-
kan pendataan terhadap kondisi seluruh.

parah dan berpoté membahayakan
penghuni.

“Ini harus dibenahi secara total. Da-
ripada nanti ambruk dan bahaya-

a di Sidoarjo. Langkah tersebut
dzperlukan untuk memastikan tidak
ada rusunawa yang terbengkalai atau
tidak d secara optimal.

" kan, lebih baik segera kita anggar-

kan,” tegas Mimik. -
Selain persoalan fisik, aspek adminis-
trasi dan pengelolaan rusunawa Juga

“Di Sidoarjo ada herapa TUSun yang
terbengkalai, ini harus ada perhatian
dari dinas terkait. Nanti akan kita
komumkasl.kﬂ.n katanya.

men]arh perhauan

oy

tara itu, Ketua RT eetempat
air

Mimik juga mend: i bahwa
terdapat masyarakat yang berminat
menyewa unit rusunawa. Namun, kondisi
fasilitas yang belum memadai menjadi
salah sabr kendala calon penghyni.

‘Info:inasiava berya< yang memo-
h tuk menyewa, cuma fasllltas-

ngan Bupati Siduarjo Subandi. Men-
urut dia, kondisi rusunawa tidak boleh
dibiarkan berlarut-larut karena ber- -

matan  .yu. Semeutara itu, seba-
gian besar unit lainnya masih kosong.
Menurut Mimik, pemerintah daergh

SN €3 RADAR

nya kurang memenuhi. Kita lihat sen-
diri kondisinya, ‘atapnya juga ada yang

pusat melalui kementerian. Karena itu,
Pemkab Sidoarjo perlu berkoordinasi
dengan pemerintah pusat agar status
dan pengelolaannya jelas. -

“Ini pembangunannya dari kemente-

rian. Jangan sampai akhirnya tidak .

bermanfaat, sia-sia bangunan seperti
ini,” ujarnya.

M'.lsyadl, takan p
bersih di rusunawa mulai teratasi
sekitar tiga bulan terakhir. Sebelum-
nya, huni harus akan
pasokan air secara mandiri. |

Adapun warga eks Desa Mulyodadi
yang menempati rusunawa tersebut
dikenakan'tarif sewa Rp 185 ribu per
KK setiap bulan. (dik/vga)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo




INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

'Pos Kamling Goes to RT Dekatkan
Pelayanan Publik ke Warga Gedangan

GEDANGAN-Pelayanan pu-
blik tak harus selalu dilakukan
di kantor pemerintahan. Polsek
‘Gedangan bersama unsur 3 Pilar
Plus menghadirkan berbagai
layanan langsung di tengah ma-
syarakat melalui program Pos
Kamling Goes to RT dalam ajang
Jagad Inovasi Award 2026.

Kegiatan tersebut berlangs-
ung|di halaman Musala Ar-
Roisiah, Desa Punggul, Keca-
matan Gedangan, Sidoarjo.
Warga dapat mengakses ber-
bagai layanan dalam satu lo-
kasi tanpa harus mendatangi
kantor instansi terkait.

® Ke Halaman 10

E“"""ANrAAI V¥arga memaniaatk=n layanan Fos l\amlmg (.:oas 10 RT di Desa
Punggul, Gedangan, Sidoarjo.

™ 3 RADAR

Pos Kamling...

Kanit Reskrim Polsek Gedangan
Iptu Andri mengatakan, kegiatan
tersebut’ merupakan upaya mende-
katkan pelayanan sekaligus mem-

hilangan. .=

Warga dapat menyampaikan aspi:
rasi maupun PeTSua]an'yang dihadapi
secara langsung kepada unsur 3 Pilar
Plus, yang terdiri atas pemerintah
kecamatan, Koramil, Polsek, dan

ke kantor masing-masing instansi,”
ujar Iptu Andri. -

Beragam layanan disediakan dalam
kegiatan tersebut, antara lain ad:m-
btk Hdikan, perpay
layanan kesahatan.‘ konsultasi pro-

berhagal persoalan yang muncul di Iptu Andri berharap keberadaan Pos

mnsyarakat Kamling Goes to RT dapat memper-

“Kami ingin pelayanan ‘semakin de-  kuat partisipasi warga dalam menjaga

kat, mudah diakses, dan dirasakan situasi keamanan dan ketertiban ma-

langsung manfaatnya oleh muyam syarakat (kamtibmas) agar tetap
kat,” katanya. ° aman dan kondusif.

perkuat komunikasi antara aparat,
pemerintah, dan masyarakat.
“Melaiu.l kegiatan ini; masyarakat
mendapatkan berbagai layanan
dalam satu tempat tanpa harus datang

™ 3 RADAR

gmm pemerintah, hingga pangaduan

Polnek Gedangan juga membuka
.layanan pengaduan, konsultasi
hukum, serta pemb\.mtﬁn surat k_u

pemerintah desa.

Menurut Tptu Andri, keterlibatan
lintas instansi dlhura.pkan dapat
_mempercepat penyampaian mfurmss

Sel.am pelsyanan publik, kegiatan
tersebut juga menjadi sarana untuk
mengajak- masyurakat berperan aktif
dalam memaga keamnan dan kete:—
tiban 1

seknhgus bantu menyelesaikan

“Kami juga mengajak warga berpe-
ran aktif menjaga keamanan dan ke-
tertiban lingkungan agar situasi
kamtibmas tetap aman dan kondusif,”

" pungkasnya. (sur/vga)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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'Rumabh Sakit Ubah Ruang
Administrasi Jadi Rawat lnap

Atasi Lonjakan
Pasien Influenza

SIDOARJO - Jumlah pa-
sien yang menjalani rawat
inap cenderung melonjak
sejak September. Untuk
mengatasi hal tersebut, RSU
Assakinah Medika meng-
ubah tujuh ruang yang se-
belumnya digunakan un-
tuk administrasi menjadi
ruang rawat inap.

Humas RSU Assakinah Me-
dika Resti Dwi Anitasari me-
ngatakan, penambahan tem-
pat tidur dilakukan karena
jumlah pasien terus me-

ningkat. Dari kapasitas awal
110 tempat tidur rawat inap,
kini ditambah sekitar 20
tempat tidur untuk meng-
akomodasi pasien. "Meski
awalnya perkantoran, ru-
angan tersebut memenuhi
spesifikasi untuk diguna-
kan sebagai ruang rawat
inap sementara,’ katanya
~ kemarin (7/10).
Dariinformasi yang dihim-
pun, peningkatan pasien
di RSU Assakinah Medika
didominasi kasus influenza.
Sejak Senin (5/10), sekitar

e~
©, RADAR

KASUS NAIK: Sejumlah pasien influenza men]alanl rawat inap di RSU
Assakinah Medika, Sukodono, Selasa (6/10).

80 persen kasus yang dita-
ngani merupakan influen-
za. Pasien anak-anak men-
jadi kelompok yang paling
banyak datang untuk men-
dapatkan perawatan.
Pasien datang dengan gejala
yang banyak dikeluhkan ka-
yak panasnya tinggi hingga
40 derajat celsius, nyeri otot,
pusing, hingga pilek. Selain
faktor cuaca, masalah pola
hidup bersih dan sehat

(PHBS) juga )ad1 masalah.
Kenaikan pasien yang di-
duga influenza juga terjadi
di RSU Anwar Medika. Di-
rektur RSU Anwar Medika
dr Achmad Yudi Arifianto
menjelaskan, pasien rawat
inap yang sakit flumemang
cukup banyak. Itu terjadi
mulai September. "Geja-
lanya sama seperti flu. Se-
mua ditangani secara baik,”
katanya. (eza/hen)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Terancam Mandek

Progresjatim.com, Sidoarjo- Komisi C DPRD kabupaten Sidoarjo Hearing bersama OPD
terkait Prasarang, Sarana Utilitas (P5U) atas keluhan empat desa bersama tokoh
setempat yang ditolak karena pengembang perumahan diwilayahnya tidak
menyerahkan PSU ke pemkab sesuai persyaratan akibat bansos atau dana dess, pokir
yang selama ini menjadi salah satu sumber dana untuk pembangunan desanya terganjal
alias mandek. di ruang rapat komisi lantai Il gedung DPRD rabo (7/10/26).

Ir Bacruni Ariyawan MM, Kepala Dinas Perkim kabupaten Sidoarjo, mengatakan,
banyaknya laporan yang masuk dinasnya, meliputi PNPE dikarenakan mahalnya biaya,
persoalan makam pengembang ta nyediakan sehingga menimbulkan masalah warga

calitar Hzlini Adicahahlan Farana ramislaci vuanr smanaatore atan ofita nilan Aaborman aner

P2 PROGRESATILCON

Sorabuh Irdoerraet Ao

Beranda Politik & Pemerintahan Hukum B Kriminal Pendidikan & Kesehatan

memenuhi syarat, ia mencontohkan dilapangkannya pengembang hanya menyediakan

fasum hanya dua puluh persen dari total lahan yang digunakan, akhirnya terkait makam
tidak masuk dalam fasum hingga bermasalah. masih kata Bacruni, berharap ke depan
melalui regulasi baru setisp pengembang harus menyediakan fasum seluas empat puluh
persen dari total luas lahan. tak hanya itu pria berkacamata yang saat ini menjabat
komisaris BPR delta arta, biaya pnpb di nolkan sehingga tidak memberatkan karena
imbasnya warga perumahan yang menempati, pintanya kepada dewan khususnya
komisi C OPRD yang membidangi masalah tersebut.

Kabag hukum pemkab Sidoarjo Komang, yang aikut dalam Hearing mengaku

el |- &

permasalahan timbul disebabkan karena regulasi yang dirasakan sangat memberatkan
bagi pengembang imbasnya warga penghuni perumahan sangat dirugikan karena
piayanya mahal. sementara regulasi baru dari yang sebelumnya baru keluar tahun 20286,
terkait P5U.

sementara pimpinan rapat Choirul Hidayat ketua komisi C DPRD kabupaten Sidoarjo,
kepada audiens mengatakan akan membuat regulasi bersama OPD terkait untuk
memudahkan kepala desa mengajukan P5U, sehingga desa atau kelurahan dia berharap
akan mendapatkan kembali anggaran seperti bansos, pokir dan bantuan lainnya tidak
tersendat seperti selama ini yang dialami empat desa bansosnya tidak bisa keluar
karena P5U belum diserahkan ke pemkab karena masalah regulasi

tampak hadir dalam Hearing komisi C DPRD kabupaten Sidoarjo, OPD diantaranya, Dinas
Perkim, PUBSDA, Kabag hukum pemkab, bagian aset, dan empat kepala desa bersama
tokoh masyarakat yang mewakili ikut hadir bersama wakil rakyat lantai Il gedung DPRD
kabupaten Sidoarjo. (GUS)

il Post Views: 54

5 PROGRESIATIN CON

Jandela Informasi Anda

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Gelar
Rapat Dengar Pendapat Terkait PHK Sepihak

View :

3 menit membaca

admin
BURUH - 07 Okt 2026

I

pena-indonesia.com - Sidoarjo. Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar
pendapat (hearing) guna memediasi dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dialami
oleh Siti Fatimah, buruh PT Surabaya Perdana Rotopack yang telah mengabdi selama 30 tahun.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi D Gedung DPRD Sidoarjo pada Rabu (7/10/2026) tersebut
menghadirkan pihak buruh yang didampingi LSM Seven GAB, manajemen dan kuasa hukum
perusahaan, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo.

Siti Fatimah mengaku di-PHK tanpa menerima hak pesangon yang sesuai. la menolak tuduhan pihak
perusahaan yang menyebut dirinya melakukan pelanggaran hingga kehilangan hak pesangon.

“Waktu itu saya di bagian pemesanan bahan produksi. Saya sudah pesan ke supplier, tapi supplier
tidak mengirim pesanan karena tunggakan perusahaan masih banyak dan mereka khawatir tidak
dibayar,” ujar Siti Fatimah di hadapan pimpinan rapat.

Selain persoalan pesangon, Siti Fatimah juga membeberkan indikasi pemalsuan data pendaftaran
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan.

“Saya sudah didaftarkan BPJS, tapi diduga datanya dipalsukan. Gaji riil saya sekitar Rp 9 juta, tetapi
yang didaftarkan ke BPJS hanya Rp 2,5 juta. Ini sangat merugikan saya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Bangun Winarso, menilai tindakan
perusahaan jika terbukti merekayasa data pendaftaran BPJS merupakan bentuk pelanggaran hukum.
la menegaskan posisi DPRD dalam hearing ini adalah mencari solusi terbaik bagi kedua pihak.

“DPRD di sini sebagai penengah untuk mencari win-win solution. Namun, jika ada dugaan rekayasa
atau pemalsuan data pendaftaran BPJS oleh perusahaan, itu jelas melanggar aturan dan bisa jadi
masalah baru,” tegas legislator dari Fraksi PAN tersebut.

Dukungan juga disampaikan anggota Komisi D, H. Tarkit Erdianto. la mengimbau agar permasalahan
ini dapat diselesaikan kekeluargaan tanpa harus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Avo kita cari kebiiakan. tidak perlu sampai ke PHI karena ini menvanakut nasib buruh. Harapan kami
4 TRENDING  #5 Wakil Ketua | DPRD Kabupaten Sidoarjo Bacakan lkrar Hari Kesaktian Pancasila
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“Saya masih menanyakan ke pihak perusahaan, besok saya kabari. Karena saya anggap itu di luar
permasalahan utama,” jawab Akbar.

Dari pihak regulasi, Kabid Tenaga Kerja Disnaker Sidoarjo, Abdul Hakim, mengimbau seluruh pihak
agar tetap mengacu pada hukum ketenagakerjaan yang berlaku dalam menyelesaikan perselisihan.

Di akhir rapat, Sekjen LSM Seven GAB, Suryanto, menegaskan bakal melayangkan surat resmi agar
DPRD Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pabrik serta mendorong pemeriksaan
audit pajak perusahaan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Moch Dhamroni Chudlori, menutup rapat dengan teguran keras.
Pihaknya tidak ragu mendorong proses hukum jika ditemukan pelanggaran pidana.

“Kalau pihak perusahaan ini terbukti salah atau melanggar aturan, kita laporkan saja ke Aparat
Penegak Hukum (APH), selesai,” tegas Dhamroni.(Titi)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Polemik 411 Fasum Sidoarjo Terbengkalai,
Developer Lari Hingga Siteplan Raib
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Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) - Timbunan masalah penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan di Kabupaten
Sidoarjo memicu polemik pelik. Komisi C DPRD Sidoarjo mencatat, dari 550
total kawasan perumahan, Pemkab Sidearjo baru menerima serah terima
139 PSU. Artinya, sebanyak 411 PSU fasum-fasos masih tertahan dan belum

beralih status kepemilikannya ke doerah. @@L LR= TS
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Aturan Sound Horeg Digodok DPRD
Sidoarjo, Pro-Kontra Bakal Diakomodasi
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sidoarjo (Aksaraindonesia.id) — Fenomena sound horeg yang kian marak
dan memicu pro-kontra di tengah masyarakat kini mulai masuk meja
pembahasan legislator Sidoarjo. Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Sidoarjo
resmi menggodok regulasi terkait penggunaan sound system berdaya
besar tersebut melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ruperdu) Ketertiban
Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat

(Tibumtranmas Linmas) ET et e

25 5P 2025

Ketua Pansus 4 DFRD Sidoarjo, Vike Widya Asroni, menjelaskan pembahasan
mengenai sound system akan melihat berbagai aspek pendukung dalam
suatu pertunjukan, termasuk hiburan visual dan penampilan pengisi acara

"Jadi bukan hanya sound atau suaranya saja, tetapi juga visualnya,
dancer-nya, dan sebagainya. Nanti apakah bentuknya penertiban atau
memang ada pelarangan, sementara kita masih merujuk pada aturan
yang ada,” ujar Vike kepada wartawan seusai rapat.
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Politikus PKS tersebut menambahkan, Pansus 4 berencana menyerap
aspirasi dari berbagai lapisan masyarokat serta para pelaku industri
hiburan sebelum memfinalisasi draft Raperda.
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"Harusnya pengusaha-pengusaha sound system juga diundang untuk
memberikan masukan,” tutur Vike.

Meski isu sound horeg menyedot perhatian publik, Vike menekankan
penataan sound system merupakan satu dari belasan aspek yang diatur
dalam Raperda Tibumtranmas Linmas.
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HUKUM  PENDIDIKAN  KESEHATAN

" Sound system masih salah satunya, |
Raperda Tibumtranmas ini,” kata Vike.

Fenomena maraknya penggunaan so
terkonsentrasi di beberapa titik wilaya
kawasan Tanggulangin dan Candi.

“Memang pemakaian sound system cukup marak juga di Sidoarjo,
terutama di daerah Tanggulangin, Candi, dan wilayah pinggiran kabupaten
lainnya,” ungkapnya.

Menyadari regulasi ini dapat memicu dinamika di tengah masyarakat,
Pansus 4 berkomitrnen untuk berhati-hati dan mengkaji setiap masukan
secara komprehensif

“Kalau ada peraturan yang dikeluarkan B pemerintah, pasti akan ada pro
dan kontra. Karena itu, kami masih melakukan pembahasan dan
mendengarkan berbagai masukan,” tegas Vike. @8z {&TE) =0
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Komisi C DPRD Sidoarjo Bongkar Masalah 411 PSU,
Developer Hilang hingga Siteplan Tak Ada
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Pemerintahan dan Kebijakan

Politik Nasional Hukum Kesehatan Seni Buday:

Komisi C DFRD Sidoarjo Bongkar Masalah 411 PSU, Developer Hilang hingga Siteplan Tak Ada. (Dok. Syaiful)
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Sidoarjo — Komisi C DPRD Sidoarjo menyoroti masih banyaknya prasarana,
sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang belum diserahkan
pengembang (developer) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Dari total 550 PSU, baru 139 yang diserahkan.
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Hal itu terungkap dalam rapat Komisi C DPRD Sidoarjo bersama sejumlah
perwakilan pengembang (developer) dan organisasi perangkat daerah (OPD)
terkait di ruang rapat Komisi DPRD Sidoarjo, Rabu (7/10/2026) siang..
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